PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : lwan Sutiarso, S.So0s, M.Si

Jabatan . Inspektur

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Grengseng Pamuji
Jabatan : Bupati Magelang
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
sepertl yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan menga

kan yang

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sa

Kota Mungkid, 2 Januari 202

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

Grengseng Pamuiji _'!warr Sutiarso, S.5
['| Pembina Utama
P. 19701201



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
INSPEKTORAT KABUPATEN MAGELANG

No Tujuan dan Sasaran ‘l Indikator Kinerja Target
- =
1 2 g 3 4
1 |Tujuan : Maturitas 3,34
Meningkatnya kualitas manajemen |Penyelenggaraan Sistem
pembangunan di  daerah melaiuilPengendalian Intern
Pengawasan dan Pengendalian yang Pemerintah (SPIP)
Efektif Terintegrasi
2 |Sasaran: Manajemen Risiko 3,42
1. Meningkatnya kualitas Pengawasan|Indeks (MRI)
.~ dan Pengendalian Internal
2. Penguatan Implementasi Pelaksanaan|Indeks Efektivitas 3,10
. Reformasi Birokrasi dan Pengelolaan| Pengendalian  Korupsi
I[ Risiko Korupsi dan Penerapan Strategi| (IEPK)
Pencegahan Korupsi di Perangkat
i Daerah
No Program Anggaran Keterangan
1 Program Penunjang Urusan 876.333.666,74 Anggaran
Pemerintahan Daerah Pendapatan dan
Kabupaten/Kota Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten
2 Program Penyelenggaraan 504.075.470,28 Magelang Tahun
Pengawasan 2026
3 Program Perumusan 1.085.844.846,20
Kebijakan, Pendampingan
dan Asistensi
Jumlah :
Kota
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

Grengseng Pamuji

lwan Sutiarso, S.50
Pembina Utama
IP. 19701201

. M.Si




RENCANA AKSI PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2026
Target Target Triwulan Katara
No | Tujuan dan Sasaran | Indikator Kinerja A G T’IN Tl'i.:v ‘5:'.' 1;:? Program Anggaran ngan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. | Tujuan: Maturitas 3,34 | Angka 3,34 | Program 876.333.666,74
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Penunjang
manajemen Sistem Urusan
pembangunan di daeralr_? Pengendalian | Pemerintahan
melalui  Pengawasan Intern Pemerintah Daerah
dan Pengendalian yang (SPIP) Terintegrasi Kabupaten/
Efektif Kota
2. | Sasaran : Manajemen Risiko | 3,42 | Angka - - - | 3,42 | Program 504.075.470,28
1. Meningkatnya Indeks (MRI) Penyelenggaraa
kualitas Pengawasan n Pengawasan
dan  Pengendalian
Internal TP L)
2. Penguatan Indeks Efektivitas | 3,10 | Angka - - - | 3,10 | Program 1.085.844.846,20
Implementasi Pengendalian Perumusan
Pelaksanaan Korupsi (IEPK) Kebijakan,
Reformasi Birokrasi Pendampingan
dan Pengelola an dan Asistensi
Risiko Korupsi dan
Penerapan Strategi
Pencegahan Korupsi
di Perangkat Daerah

Kota Mungkid, 2 January2026
PIHAK PERTAMA

lyvan Sutiarso, S.

4
F i

s, M.Si g~

embina Utama Muda
IP. 19701201499003 1 003




RENCANA AKSI PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2026

Target

Target Triwulan

Ketera ==

No | Tujuan dan Sasaran | Indikator Kinerja Konka fSatan T']N TI’:"'.' 1;';.:4' 1;::{ Program Anggaran ngan !
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 o 12
1. | Tujuan: Maturitas 3,34 | Angka | 3,34 | Program 876.333.666,74 |
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan ; Penunjang f
manajemen Sistem ‘ Urusan |
pembangunan di daerahl Pengendalian | Pemerintahan !
melalui  Pengawasan Intern Pemerintah Daerah !
dan Pengendalian yang (SPIP) Terintegrasi Kabupaten/ [
Efektif Kota '
2. | Sasaran : Manajemen Risiko | 3,42 | Angka - - - | 3,42 | Program 504.075.470,28
1. Meningkatnya Indeks (MRI) Penyelenggaraa .
kualitas Pengawasan n Pengawasan |
dan  Pengendalian |
Internal AR
2. Penguatan Indeks Efektivitas | 3,10 | Angka - - - 3,10 | Program 1.085.844 846,20
Implementasi Pengendalian Perumusan
Pelaksanaan Korupsi (IEPK) Kebijakan,
Reformasi Birokrasi Pendampingan
dan Pengelola an dan Asistensi /_j
Risike Korupsi dan
Penerapan Strategi
Pencegahan Korupsi :
di Perangkat Daerah /

7
Kofa Mungkid, 2 Januari 2{}4
PIHAK PERTAMA

embina Utama
IP. 19701201 1

i/
i
/!

an Sutiarso, S.508/M.Si

a

003 1 003



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT KABUPATEN MAGELANG

Tahun : 2027
! Kinerja
No Tujuan dan Sasaran Indikator Satuan Target
1 2 ; 3 4 5
1. | Tujuan: Maturitas Angka 3,38
' Meningkatnya kualitas | Penyelenggaraan
manajemen pembangunan di | Sistem Pengendalian
' daerah melalui Pengawasan | Intern Pemerintah
dan Pengendalian yang | (SPIP) Terintegrasi
Efektif o : o |
2. | Sasaran: Manajemen Risiko | Angka 3,45
1. Meningkatnya kualitas | Indeks (MRI) | ’
Pengawasan dan
Pengendalian Internal .
2. Penguatan Implementasi | Indeks Efektivitas | Angka 3,15
Pelaksanaan  Reformasi | Pengendalian Korupsi
Birokrasi dan Pengelolaan | (IEPK)
| Risiko Korupsi dan |
| Penerapan Strategi |
Pencegahan Korupsi di |
Perangkat Daerah
No Program Anggaran Keterangan
1. Program Penunjang  Urusan Rp. 1.208.000.000 Rancangan Awal
Pemerintahan Daerah Tahun 2027
Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Rp. 578.000.000
Pengawasan
3. Program Perumusan Kebijakan, Rp. 1.460.767.930

Pendampingan dan Asistensi
Jumiah

Rp.

IP. 19701201 199003 1 003




RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT KABUPATEN MAGELANG

Tahun : 2027
No Tujuan dan Sasaran minan
Indikator Satuan | Target
1 2 3 4 )
1. | Tujuan: Maturitas Angka 3,38
' Meningkatnya kualitas | Penyelenggaraan
manajemen pembangunan di | Sistem Pengendalian
daerah melalui Pengawasan | Intern Pemerintah
dan Pengendalian vyang | (SPIP) Terintegrasi
Efektif
2. | Sasaran: Manajemen Risiko | Angka 3.45
' 1. Meningkatnya kualitas | Indeks (MRI)
Pengawasan dan
Pengendalian Internal i 24 M3 e E
2. Penguatan Implementasi | Indeks Efektivitas | Angka 3,15
Pelaksanaan  Reformasi | Pengendalian Korupsi
Birokrasi dan Pengelolaan | (IEPK)
Risiko Korupsi dan
Penerapan Strategi
Pencegahan Korupsi di
Perangkat Daerah

No Program Anggaran Keterangan
1. Program  Penunjang  Urusan Rp. 1.208.000.000 Rancangan Awal
Pemerintahan Daerah Tahun 2027

Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Rp. 578.000.000
Pengawasan

3. Program Perumusan Kebijakan, Rp. 1.460.767.930
Pendampingan dan Asistensi

Jumlah Rp.

lwan Sutiarso, S.Sos,
Pembina Utama Mu
NIP. 19701201 198003 1 003




PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
INSPEKTORAT

Jalan Soekarno Hatta Momor 59 Kota Mungkid 56511
Telpon (0293) 788215 Faksimile (0293) 788122, Laman: www. inspelidoral. magalangkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SEKRETARIAT
ESELON Il

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama . Ch. Merry Indarwati, SH, M.Hum
Jabatan . Sekretaris

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
Nama . Iwan Sutiarso, S.Sos, M.Si
Jabatan : Inspektur

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua ak kan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

I perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
an dan sanksi.

Kota Mungkid, 9 Januari 2026

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

wan Sutiarso, S.Sgs, M.Si Ch. Merry Indarwati,"'SH, M.Hum
embina Utama Muda NIP. 19701211 199603 2 003
IP. 18701201 19003 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SEKRETARIAT INSPEKTORAT KABUPATEN MAGELANG

No Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
1. | Program Penunjang Urusan | Persentase ketercapaian | 100 %
Pemerintahan Daerah pelayanan umum dan kepegawaian
perangkat daerah
Kabupaten/Kota
Persentase ketercapaian | 100 %
perencanaan, evaluasi kinerja OPD
dan keuangan PD
a. Perencanaan, Jumlah Dokumen Perencanaan, | 18 dokumen
Penganggaran’ dan Evaluasi Evaluasi dan Pelaporan Perangkat
Kinerja Perangkat Daerah Daerah
b. Administrasi Keuangan | Jumlah Laporan Keuangan yang | 13 dokumen
Perangkat Daerah disusun
c. Administrasi Barang Milik | Jumlah Aset yang dikelola 519 unit
Daerah pada Perangkat
Daerah
d. Adminstrasi kepegawaian | Jumlah ASN yang terlayani | 58 ASN
Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaiannya
e. Administrasi Umum | Jumlah pelayanan administrasi | 2 |ayanan
Perangkat Daerah umum yang dilaksanakan
f. Pengadaan Barang Milik | Jumlah paket pengadaan barang | 1 paket
Daerah Penunjang Urusan | milik daerah penunjang urusan
Pemerintah Daerah pemerintahan
9. Penyediaan Jasa Penunjang | Jumlah pelayanan jasa penunjang | 2 L ayanan
Urusan Pemerintahan Daerah | urusan pemerintahan daerah
h. Pemeliharaan Barang Milik | Jumiah barang milik daerah | g4 ynit
Daerah Penunjang Urusan | penunjang urusan pemerintahan
Pemerintahan Daerah daerah yang dipelihara
2. | Program Penyelenggaraan | Persentase Laporan Hasil | 100 %
Pengawasan Penyelenggara pengawasan APIP
a. Penyelenggaraan Jumah Laporan Penyelenggaraan | 178 laporan
Pengawasan Internal Pengawasan
b. Penyelenggaraan Jumlah  laporan  pengawasan | 16 Japoran
Pengawasan Dengan Tujuan | dengan tujuan tertentu
Tertentu
3. | Program Perumusan Kebijakan, | 1. Kapabilitas APIP 3,27 Angka
Pendampingan dan Asistensi 2. Indeks Integritas Nasional (lIN) 77,50 Angka

a. Perumusan Kebijakan Teknis
di Bidang Pengawasan dan
Fasilitasi Pengawasan

Jumlah rekomendasi kebijakan
teknis di bidang pengawasan dan
fasilitasi pengawasan yan disusun

7 rekomendasi

b. Pendampingan dan Asistensi

Jumlah perangkat Daerah yang
dilakukan Pendampingan dan
Asistensi

47 Perangkat
Daerah




PIHAK KEDUA

No Program/Kegiatan

1)

lwan Sutiarso, S.So0s,
embina Utama Mu

Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

¢. Administrasi Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah
d. Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Adminstrasi Umum Perangkat Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintah Daerah

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program Penyelenggaraan Pengawasan

a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal

™ i

b. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan
Tujuan Tertentu

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan

dan Asistensi

a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang

Jumlah

IP. 19701201 199003 1 003

Anggaran

2.830.601,40

9.971.134.923,65
1.014.801,50

97.558.488,18
105.797.446,85
148.105.457,09
104.900.093,44

375.360.852,63

455.610.558,28

48.464.912,00

425.726.708,75

660.118.137,45
12.396.622.983,22

Keterangan
Sumber Dana

Anggaran
Pendapatan dan
Belanja Daerah
Perubahan
(APBD)
Kabupaten
Magelang Tahun
2026

Kota Mungkid, © Januari 2026
PIHAK PERTAMA

Ch. Merry Indann.rati,!SH, M.Hum

NIP. 19701211 199603 2 003



RENCANA AKSI PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SEKRETARIAT INSPEKTORAT KABUPATEN MAGELANG

Target Target Triwulan Anggaran Keterangan
Keai : bt Jad L
No Program/Kegiatan Indikator Angka| Satuan T’;ﬂ T;;N 1;:# TW IV
1 |Program Penunjang Urusan| Persentase ketercapaian pelayanan | 100 % |20 |30 (25| 25
Pemerintahan Daerah| Umum dan kepegawaian perangkat
Kabupaten/Kota daerah
Persentase ketercapaian perencanaan, | 100 % 26 |19 | 20 | 26 B
evaluasi kinerja OPD dan keuangan PD
a.Perencanaan. pengéﬂggamm Jumiah  Dokumen  Perencanaan,| 18 |dokumen| 5 | 4 | 6 3 2.830.601,40
dan Evaluasi Kinerja Evaluasi dan Pelaporan Perangkat
Perangkat Daerah Biagkah
b. Administrasi Keuangan melah Laporan Keuangan yang| 13 |dokumen| 3 3 | 3 4 9.971.134.923,65
Perangkat Daerah disusun
6. Administrasi Barang Milik| Jumlah Aset yang dikelola 519 | unit = e i 3 1.014.801,50
Daerah pada  Perangkat
Daerah
d.Adminstrasi  kepegawaian| Jumlah  ASN  yang terlayani| 58 ASN |58 |58 58| 58 97.558.488,18
Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaiannya
e. Administrasi Umum Perangkat| Jumlah pelayanan administrasi umum 2 Layanan| 2 | 2 | 2 2 105.797 446,85
Paerat yang dilaksanakan
f. Pengadaan Barang  Milik| Jumlah paket pengadaan barang milik | 1 Paket [0 [0 | 0| 1 148.105.457,09
Daerah Penunjang Urusan| daerah penunjang urusan
Pemerintah Daerah pemerintahan
g.Penyediaan Jasa Penunjang| Jumlah pelayanan jasa penunjang 2 Layanan | 2 2] 2 2 104.900.095,44
Urusan Pemerintahan Daerah | urusan pemerintahan daerah




Target Target Triwulan ' Anggéﬁ Keterangan
No Program/Kegiatan Indikator Angkall Satin T'bl.ﬂ; TI\;'U T TW IV
h.Pemeliharaan Barang Milik| Jumlah barang milik daerah penunjang | 94 unit |34 | 39 |49 39 375.360.852,63
Daerah Penunjang Urusan| urusan pemerintahan daerah yang
Pemerintahan Daerah dipelihara
, | Program Penyelenggaraan| Persentase Laporan Hasil | 100 % 25 (34 [ 22| 19 o
Pengawasan Penyelenggara pengawasan APIP ] B
a. Penyelenggaraan Jumah Laporan Penyelenggaraan | 208 | laporan | 54 | 71 | 45 | 38 455.610.558,28
Pengawasan Internal Pengawasan
b. Penyelenggaraan Jumlah laporan pengawasan dengan| 16 | laporan | 3 |5 | 4 | 4 48.464.912,00
Pengawasan Dengan Tujuan| tujuan tertentu
Tertentu
Program Perumusan Kebijakan,| 1. Kapabilitas APIP 3,27 | Angka : 3,27
3 | Pendampingan dan Asistensi |2. Indeks Integritas Nasional (IIN) 77,50 | Angka 775
a. Perumusan Kebijakan Teknis| Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di 7 |rekomend| 5 5 5 7 425.726.708,75
di Bidang Pengawasan dan| bidang pengawasan dan fasilitasi asi
Fasilitasi Pengawzssia'p___________ _'EEI'IQEWESEH yan disusun
b. Pendampingan Asistensi| Jumlah perangkat Daerah vyang| 47 |perangkat] 47 | 47 | 47 | 47 660.118.137,45
dilakukan Pendampingan dan Asistensi daerah

Kota Mungkid, 9 Januari 2026

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

embina Utama Myda Ch. Merry Indarwati, S.H, M.Hum
IP. 19701201 19003 1 003 NIP. 19701211 199603 2 003




RENCANA KINERJA

SEKRETARIAT INSPEKTORAT KABUPATEN MAGELANG

TAHUNAN (RKT)

TAHUN 2027
No Program/Kegiatan i Indikator Kinerja Target
1 2 i 3 4
1. | Program Penunjang Urusan Persentase ketercapaian 100 %
Pemerintahan Daerah E:Iaeya:vigi:?ug:aialat
Kabupaten/Kota d aZragh P g
Persentase ketercapaian 100 %
perencanaan, evaluasi kinerja
OPD dan keuangan PD
a. Perencanaan, Penganggaran, dan | Jumlah Dokumen 18 dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat “Perencanaan, Evaluasi dan
Daerah .| Pelaporan Perangkat Daerah
b. Administrasi Keuangan Perangkat | Jumlah Laporan Keuangan 13 dokumen
Daerah yang disusun
C. Administrasi Barang Milik Daerah | Jumlah Aset yang dikelola 519 unit
pada Perangkat Daerah
d. Adminstrasi kepegawaian Jumlah ASN yang terlayani 58 ASN
Perangkat Daerah Administrasi
Kepegawaiannya
e. Administrasi Umum Perangkat Jumlah pelayanan 2 Layanan
Daerah administrasi umum yang
ditaksanakan
f. Pengadaan Barang Milik Daerah | Jumlah paket pengadaan 1 Paket
Penunjang Urusan Pemerintah barang milik daerah
Daerah penunjang urusan
pemerintahan
g. Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah layanan jasa 2 Layanan
Urusan Pemerintahan Daerah penunjang urusan
pemerintahan daerah
i. Pemeliharaan Barang Milik Jumlah barang milik daerah 94 unit
Daerah Penunjang Urusan penunjang urusan
Pemerintahan Daerah pemerintahan daerah yang
dipelihara
2. | Program Penyelenggaraan Persentase Laporan Hasil 100 %
Pengawasan Penyelenggara pengawasan
APIP
a. Penyelenggaraan Pengawasan Jumah Laporan 178 laporan
Internal Penyelenggaraan
Pengawasan
b. Penyelenggaraan Pengawasan | Jumlah laporan pengawasan | 1g laporan
Dengan Tujuan Tertentu dengan tujuan tertentu
3. | Program Perumusan Kebijakan, 1. Kapabilitas APIP 3,3 Angka
Pendampingan dan Asistensi 2. Indeks Integritas Nasional 78 Angka

(IIN)

a. Perumusan Kebijakan Teknis di
Bidang Pengawasan dan
Fasilitasi Pengawasan

Jumlah rekomendasi

kebijakan teknis di bidang
pengawasan dan fasilitasi
pengawasan yan disusun

7 rekomendasi




Pl

Iwan Sutiarso, S.Sos/ M.Si
Pembina Utama Muila

NIP. 19701201 199903 1 003

Jumlah :

12:032.718.148

PIHAK PERTAMA

No Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Target
i 2 | 3 4
b. Pendampingan dan Asistensi ‘ Jumlah Perangkat Daerah 47 Perangkat
' yang dilakukan Daerah
| Pendampingan dan Asistensi
No Program/Kegiatan Anggaran Keterangan
Sumber Dana
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Rancangan
Daerah Kabupaten/Kota Awal Anggaran
a. Perencanaan, Penganggaran, dan 4.000.000 Pendapatan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Belanja
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.827.950.218 Daerah (APBD)
c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Kabupaten
Perangkat Daerah 2.000.000 Magelang
I. Adminstrasi Kepegawaian Perangkat 159.000.000 Tahun 2027
Daerah
J. Adminstrasi Umum Perangkat Daerah 218.000.000
k. Pengadaan Barang Milik Daerah 360.000.000
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
|. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 83.000.000
Pemerintah Daerah
m.Pemeliharaan Barang Milik Daerah 340.000.000
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal 512.000.000
b. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan 66.000.000
Tujuan Tertentu
3. Program Perumusan Kebijakan,
Pendampingan dan Asistensi
a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang 767.000.000
Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
b. Pendampingan dan Asistensi 693.767.930

Kota Mungkid, 9 Januari 2026

Ch. Merry Indarwatl, S.H, M.Hum
NIP. 18701211 199603 2 003




PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
INSPEKTORAT

Jalan Soekamo Hatta Momor 59 Kota Mungkid 56511
Telpon (0293) 788215 Faksimile (0293) 788122, Laman: www.inspekiorat magelangkab.go.id

=S ]

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
INSPEKTUR PEMBANTU I
ESELON lil

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Nur Rochmad lIsro'i, SE.
Jabatan . Inspektur Pembantu Il
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
Nama . Iwan Sutiarso, S.Sos, M.Si.
Jabatan : Inspektur

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab
kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capai

ri perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangKa pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Mungkid, Februari 2026

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
wan Sutiarso, S.Sog, M.Si M. Nur Rochmad Isro’l SE
Pembina Utama Myda NIP. 19690503 199603 1 002

NIP. 19701201 1




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
INSPEKTUR PEMBANTU i
INSPEKTORAT KABUPATEN MAGELANG

No

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

2

3

4

Program

Penyelenggaraan

Pengawasan

Persentase Laporan Hasil
Penyelenggara pengawasan APIP

100%

a.

Penyelenggaraan
Internal

Pengawasan

Jumah Laporan Penyelenggaraan
Pengawasan

47 laporan

- Pengawasan Kinerja Pemda

Jumlah laporan hasil pengawasan
kinerja pemerintahan daerah

4 LHP

- Reviu Laporan Kinerja (RKPD
Penetapan, RKPD Perubahan
LPPD, Manajemen ASN,
Pelayanan Publik)

Jumlah laporan hasil reviu laporan
kinerja

5 LHR

- Reviu Laporan Keuangan (KUA
PPAS Penetapan, KUA PPAS
Perubahan, RKA Penetapan,
RKA Perubahan, Honorarium,
Perjalanan Dinas)

Jumlah laporan hasil reviu laporan
keuangan

6 LHR

- Pengawasan Desa

Jumlah laporan hasil pengawasan
desa

30 LHP

- Monitoring dan evaluasi Desa

Jumlah laporan hasil monev Desa

1 laporan

- E-Audit

Jumlah laporan E-Audit

1 laporan

Program Perumusan Kebijakan,
Pendampingan dan Asistensi

1. Kapabilitas APIP
2. Indeks Integritas Nasional
(IIN)

3,27 Angka
77,50

Angka

Perumusan Kebijakan Teknis di
Bidang Pengawasan  dan
Fasilitasi Pengawasan

Jumlah Rekomendasi
Kebijakan Teknis di Bidang
Pengawasan dan Fasilitasi
Pengawasan yang Disusun

4
rekomendasi

- Perencanaan kebijakan
pengawasan / penyusunan
PKPT

Jumlah rekomendasi kebijakan
teknis di bidang pengawasan
yang disusun

2
rekomendasi

- Pedoman Teknis

Pengawasan

Jumiah Pedoman Teknis

Pengawasan

1 pedoman

- Kapabilitas APIP

Jumlah laporan
APIP

kapabilitas

1 laporan

Pendampingan dan Asistensi

Jumlah Perangkat Daerah yang
Dilakukan Pendampingan dan
Asistensi

18
Perangkat
Daerah

- Pendampingan, Asistensi
(SPIP Terintegrasi, Evaluasi
SAKIP)

Jumlah Perangkat Daerah yang
Dilakukan Pendampingan dan
Asistensi Urusan
Pemerintahan Daerah

18
Perangkat
Daerah

- Evaluasi
Manajemen Risiko

Penerapan

Jumlah  laporan  Evaluasi
Penerapan Manajemen Risiko

1 laporan

- Advisory (arahan ke Desa )

Jumlah laporan advisory

2 laporan

- Monitoring dan Evaluasi
Program Strategi Nasional
(Pro SN)

Jumlah Monitoring dan
Evaluasi Program Strategi
Nasional (Pro SN)

1 laporan




Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
L . o 5 -
- Consulting | Jumlah laporan consulting 1 laporan
- Pengawasan CASN Jumlah laporan Pengawasan | 1 laporan
CASN
No Program/Kegiatan Anggaran sl
Sumber Dana
1. Program Penyelenggaraan Pengawasan Anggaran
Pendapatan dan
a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal 149.460.920 Belanja Daerah
2. Program Perumusan Kebijakan, (APBD) Kabupaten
Pendampingan dan Asistensi Magelang Tahun
a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang 106.431.677 2076
Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
b. Pendampingan dan Asistensi 191.602.512
Jumjah 447.576.505
Kota Mungkid, Februari 2026
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RENCANA AKS| PENCAPAIAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
INSPEKTUR PEMBANTU Il INSPEKTORAT KABUPATEN MAGELANG

Target Target Triwulan Anggaran Keteran
No ngmm!l{?giatanﬁub Indikator 9 g a9 gan
Kegiatan Angka | Satuan | TWI | TWII | TW I TW IV
1. | Program Penyelenggaraan | Persentase Laporan Hasil | 100 %%
Pengawasan Penyelenggara
pengawasan APIP | H o] y
a. Penyelenggaraan Jumah Laporan 47 laporan 149 4680.920
Pengawasan Internal Penyelenggaraan |
Pengawasan .
- Pengawasan Kinerja | Jumlah laporan  hasil 4 LHP 1 2 1
Pemda pengawasan kinerja
pemerintahan daerah
- Reviu Laporan Kinerja | Jumlah laporan hasil reviu 5 LHR 1 1 2 1
(RKPD, LPFD, BLUD | |laporan kinerja
Puskesmas Manajemen |
ASN, Pelayanan Publik) |
- Reviu Laporan Keuangan | Jumlah laporan hasil reviu | 6 LHR 2 2 2
(KUA PPAS Penetapan, | laporan keuangan
KUA PPAS Perubahan,
RKA Penetapan, RKA
Perubahan, Honorarium,
Perjalanan Dinas) |
- Pengawasan Desa Jumlah laporan  hasil a0 LHP g 18 3
pengawasan desa
- Monitoring dan evaluasi | Jumlah laporan  hasil 1 laporan 1
Desa monev Desa
| - E-Audit Jumiah laporan E-Audit 1 laporan | 1
2. | Program Perumusan Kebijakan, |1, Kapabilitas APIP 327 Angka 3,27
Pendampingan dan Asistensi | 77,50 | Angka 77.50




i Program/Kegiatan/Sub Sean.s Target J Target Triwulan Anggaran Keterangan
Kegiatan Angka | Satuan | TWI | TWII |[TW Il TW IV
2. Indeks Integritas
Nasional (IIN)
|
a. Perumusan Kebijakan Teknis | Jumlah rekomendasi 4 rekomend 3 106.431.677
di Bidang Pengawasan dan | kebijakan teknis di bidang asi
Fasilitasi Pengawasan pengawasan dan fasilitasi |
pengawasan yan disusun
- Perencanaan kebijakan | Jumlah rekomendasi 2 rekomend 0 - | 2
pengawasan [ penyusunan | kebijakan teknis di bidang asi
PKPT pengawasan yang disusun
- Pedoman Teknis | Jumlah Pedoman Teknis 1 pedoman 1
Pengawasan Pengawasan
- Kapabilitas APIP Jumlah laporan kapabilitas 1 laporan 1
APIF ——— = i
b. Pendampingan dan | Jumlah ‘perangkat 18 |Perangk 191.602.512
Asistensi Daerah yang dilakukan at
Pendam-pingan dan Daerah
Asistensi
- Pendampingan, Asistensi | Jumiah Perangkat Daerah 18 |Perangk 18
(SPIP Terintegrasi, | yang Dilakukan at
i Evaluasi SAKIP) Pendampingan dan Daerah
. Asistensi Urusan =
Pemerintahan Daerah |
- Ewvaluasi Penerapan | Jumlah laporan Evaluasi 1 laporan 1 '
Manajemen Risiko Penerapan Manajemen
| Risiko
i .
i - Advisory (arahan ke Desa ) | Jumlah laporan advisory 2 laporan 0 0| 1




No |

Program/Kegiatan/Sub
Kegiatan

Monitoring dan Evaluasi
Program Strategi Nasional

Indikator

Jumlah Monitoring dan
Evaluasi Program Strategi

Target

Target Triwulan

| Anggaran

Keterangan

Angka | Satuan

1 laporan

™I ([ TWII

™I

TWIV

(Pro SN) Masional (Pro SN)
Consulting Jumlah laporan consulting 1 laporan 1
Jumiah laporan | 1 laporan 1

Peng;/was;rmas\hl

Pengawasan CASN

K KEDUA
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RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
INSPEKTUR PEMBANTU Il INSPEKTORAT
KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2027
No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
1. | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Persentase Laporan Hasil | 100%
Penyelenggara pengawasan APIP
a. Penyelenggaraan Pengawasan | Jumah Laporan Penyelenggaraan | 47 laporan
Internal Pengawasan
- Pengawasan Kinerja Pemda Jumlah laporan hasil pengawasan | 4 LHP
kinerja pemerintahan daerah
- Reviu Laporan Kinerja (RKPD, | Jumlah laporan hasil reviu laporan | 5 LHR
LPPD, BLUD  Puskesmas | kinerja
Manajemen ASN, Pelayanan
Publik)
- Reviu Laporan Keuangan (KUA | Jumiah laporan hasil reviu laporan | 6 LHR
PPAS Penetapan, KUA PPAS | keuangan
Perubahan, RKA Penetapan, RKA
Perubahan, Honorarium,
Perjalanan Dinas)
- Pengawasan Desa Jumlah laporan hasil pengawasan | 30 LHP
desa
- Monitoring dan evaluasi Desa Jumlah laporan hasil monev Desa | 1 laporan
- E-Audit Jumlah laporan E-Audit 1 laporan
2. | Program Perumusan Kebijakan, |3. Kapabilitas APIP 3,27 Angka
Pendampingan dan Asistensi 4. Indeks Integritas Nasional | 77,50 Angka
(IIN)
a. Perumusan Kebijakan Teknis di | Jumlah Rekomendasi | 4
Bidang Pengawasan dan Fasilitasi | Kebijakan Teknis di Bidang | rekomendasi
Pengawasan Pengawasan dan Fasilitasi
Pengawasan yang Disusun
- Perencanaan kebijakan | Jumlah rekomendasi kebijakan | 2
pengawasan / penyusunan | teknis di bidang pengawasan | rekomendasi
PKPT yang disusun
- Pedoman Teknis Pengawasan |Jumiah  Pedoman  Teknis | 1 pedoman
Pengawasan
- Kapabilitas APIP Jumlah laporan kapabilitas | 1 laporan
APIP
b. Pendampingan dan Asistensi Jumlah Perangkat Daerah yang | 18
Dilakukan Pendampingan dan | Perangkat
Asistensi Daerah
- Pendampingan, Asistensi (SPIP | Jumlah Perangkat Daerah yang | 18 Perangkat
Terintegrasi, Evaluasi SAKIP) | Dilakukan Pendampingan dan | Daerah
Asistensi Urusan Pemerintahan
Daerah
- Evaluasi Penerapan | Jumlah laporan Evaluasi | 1 laporan
Manajemen Risiko Penerapan Manajemen Risiko
- Advisory (arahan ke Desa ) Jumlah laporan advisory 2 laporan
- Monitoring dan Evaluasi | Jumlah Monitoring dan | 1 laporan
Program Strategi Nasional (Pro | Evaluasi Program  Strategi
SN) Nasional (Pro SN)
- Consulting Jumlah laporan consulting 1 laporan
- Pengawasan CASN Jumlah laporan Pengawasan | 1 laporan

CASN




No Program/Kegiatan

15 Program Penyelenggaraan Pengawasan
a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal

2. Program Perumusan Kebijakan,
Pendampingan dan Asistensi

a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang
Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

b. Pendampingan dan Asistensi

Keterangan

Anggan Sumber Dana
Rancangan Awal
Anggaran

1700000 Pendapatan dan
Belanja Daerah
(APBD)
Kabupaten

i Ldlen A0 Magelang Tahun
2027

139.589.310

501.339.310

Kota Mungkid, Februari 2026
PIHAK PERTAMA

M. Nur Rochmad lsro'l, SE
NIP. 19690503 199603 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
INSPEKTORAT

Jalan Soekarno Hatta Nomor 59 Kota Mungkid 56511
Telpon (0293) TBE215 Faksimile (0293) 788122, Laman: www.inspekforat magelanglkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
ESELON IV

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama . Cicik Indrayani, S.H.

Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
Nama . Ch. Merry Indarwati, S.H., M.Hum.
Jabatan . Sekretaris

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Mungkid, 15 Januar 2026

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

Ch. Merry Indarwafi, S.H., M.Hum. Cicik Infirayani,| S.H.
Pembina Tingkat | NIP. 189811017 201001 2 018
NIP. 18701211 199603 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
INSPEKTORAT KABUPATEN MAGELANG

No Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 2 e R
1. | Administrasi Barang Milik Jumlah Aset yang dikelola | 519 unit
Daerah pada Perangkat Daerah
Penatausahaan Barang Milik Jumlah laporan 12 laporan
Milik Daerah pada SKPD
2. | Administrasi Kepegawaian | Jumlah ASN yang terlayani | 58 ASN
Perangkat Daerah Administrasi
Kepegawaiannya
‘a. Pendataan dan Pengolahan | Jumiah dokumen 58 dokumen |
Admnistrasi Kepegawaian pendataan dan
pengolahan administrasi
kepegawaian
b. Monitoring, Evaluasi, dan Jumlah dokumen 58 dokumen |
Penilaian Kinerja Pegawai monitoring, evaluasi, dan
penilaian kinerja pegawai
c. Sosialisasi Peraturan Jumlah orang yang 220 orang
Perundang-undangan mengikuti sosialisasi
Peraturan Perudang-
udangan
3. | Kegiatan Administrasi Umum Jumlah pelayanan 2 Layanan
Perangkat Daerah administrasi umum yang
| dilaksanakan
a. Penyelenggaraan Rapat Jumlah laporan 85 laporan
Koordinasi dan Konsultasi | penyelenggaraan rapat
SKPD koordinasi dan konsultasi
| SKPD 3
b. Penatausahaan Arsip Jumlah dokumen 6 dokumen
| dinamis pada SKPD |
4. | Pengadaan Barang Milik Daerah | Jumlah paket pengadaan | {1 paket
Penunjang Urusan Pemerintah | barang milik daerah
Daerah penunjang urusan
pemerintahan
Pengadaan Peralatan dan Mesin | Jumlah unit peralatan dan | g ynit
Lainnya mesin lainnya yang
disediakan
5 | Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah pelayanan jasa 2 Layanan
Urusan Pemda penunjang urusan
pemerintahan daerah




No Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 . ¥ : 3 4
a. Penyediaan Jasa Surat ' Jumlah laporan | 12 laporan
Menyurat penyediaan Jasa surat
menyurat |
b. Penyediaan Jasa Jumiah laporan | 12 laporan
Komunikasi, Sumber Daya penyediaan jasa \
Air dan Listrik komunikasi, sumber daya
air dan listrik yang
disediakan
g | Pemeliharaan BMD Penunjang | Jumlah Barang Milik a4 unit_
Urusan Pemda Daerah yang dipelihara
a. Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan
Pemeliharaan, Biaya perorangan dinas atau
Pemeliharaan, Pajak dan kendaraaan dinas jabatan | 28 unit
Perizinan Kendaraan Dinas yang dipelihara dan
Operasional/ Lapangan dibayarkan pajaknnya
| b. Pemeliharaan Peralatan dan | Jumlah peralatan dan | 45 unit
Mesin Lainnya | mesin lainnya yang
| dipelihara
' ¢. Pemeliharaan/ Rehabilitasi | Jumlah gedung kantor dan | 1 unit
Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang '
Bangunan Lainnya dipelihara/ direhabilitasi
7 | Kegiatan Perumusan Kebijakan | Jumlah Rekomendasi 5 51
Teknis di Bidang Pengawasan Kebijakan Teknis di Bidang | rekomendasi
dan Fasilitasi Pengawasan Pengawasan dan Fasilitasi
Pengawasan yang
Disusun
Perumusan Kebijakan Teknis di | Jumlah rekomendasi 5
Bidang Fasilitasi Pengawasan kebijakan teknis di bidang | rekomendasi
fasilitasi pengawasan yang
disusun |
No Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Ketaranngaa::umbar
1. Administrasi Barang Milik Daerah Anggaran Pendapatan
pada Perangkat Daerah dan Belanja Daerah
Penatausahaan Barang Milik (APBD) Kabupaten
Daerah pada SKFD 1.014.801,50 Magelang Tahun 2025
2. Kegiatan Administrasi

Kepegawaian Perangkat Daerah
a. Pendataan dan Pengolahan
Admnistrasi kepegawaian
b. Monitoring, Evaluasi, dan

Penilaian Kinerja Pegawai

1.014.2983,18

5.423.870,00



No Kegiatan/Sub Kegiatan

c. Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
3 Kegiatan Administrasi Umum
Perangkat Daerah
a. Penyelenggaraan Rakor dan
Konsultasi SKPD
b. Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD
4. Kegiatan Pengadaan Barang
Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
Lainnya
5. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan
Permnda
a. Penyedia Jasa Surat
Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
6. Kegiatan Pemeliharaan BMD
Penunjang Urusan Pemda
a. Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional/ Lapangan
b. Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya
c. Pemeliharaan/ Rehabilitasi
Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya
7. Kegiatan Perumusan Kebijakan
Teknis di Bidang Pengawasan
dan Fasilitasi Pengawasan
Perumusan Kebijakan Teknis di
Bidang Fasilitasi Pengawasan
Jumlah:

PIHAK KEDUA,

Ch. Merry Indarwagi, S.H., M.Hum.
Pembina Tingkat |
NIP. 19701211 199603 2 003

Keterangan Sumber

Anggaran Nana

91.120.325,00

100.397.446,85

5.400.000,00

148.105.457,08

11.564.100,00

93.335.995,44

251.407.909,47

32.131.846,28

91.821.096,88

383.745.166,01

1.216.482.307,7

Kota Mungkid,15 Januari 2026

PIHAK PERTAMA,

Cicik | , S.H.
NIP. 19811017 201001 2 018



RENCANA AKS|I PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN INSPEKTORAT KABUPATEN MAGELANG

! Target Target Triwulan Anggaran Keteran gan
No Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator : =
Angka | Satuan TWI | TWI | TWIIT [TW IV
1. | Administrasi Barang Milik
Daerah pada Perangkat Jumlah Aset yang dikelola 12 laporan
Daerah
Penatausahaan Barang Milik | Jumlah laporan
Daerah pada SKPD penatausahaan barang milik 12 laporan 3 3 3 3 1.014.801,50
daerah SKPD
2. | Administrasi Kepegawaian Jumlah ASN yang terlayani
Perangkat Daerah Administrasi 58 ASN 58 58 58 58
Kepegawaiannya
a. Pendataan dan Jumlah dokumen
Pengolahan Admnistrasi | pendataan dan pengolahan | 58 | dokumen | 58 58 58 | 58 1.014.293,18
kepegawaian administrasi kepegawaian
b. Moaonitoring, Evaluasi, dan | Jumlah dokumen
Penilaian Kinerja Pegawai | monitoring, evaluasi, dan 58 dokumen 58 58 58 58 5.423.870,00
penilaian kinerja pegawai
c. Sosialisasi Peraturan Jumlah orang yang
Perundang-undangan mengikuti sosialisasi
Peraturan Perudang- 220 orang 0 100 120 0 91.120.325,00
udangan
3. | Kegiatan Administrasi Umum | Jumlah pelayanan 2 layanan 2 2 2 2
Perangkat Daerah administrasi umum yang
dilaksanakan




a. Penyelenggaraan Rapat Jumlah laporan rapat

Koordinasi dan Konsultasi | koordinasi dan konsultasi 85 laporan 15 25 30 15 | 100.397.446,85
SKPD SKPD
b. Penatausahaan Arsip Jumlah dokumen
Dinamis pada SKPD penatausahaan arsip 6 dokumen 6 6 6 6 5.400.000,00
dinamis pada SKPD
4. | Pengadaan Barang Milik Jumlah paket pengadaan
Daerah Penunjang Urusan barang milik daerah
Pemerintah Daerah penunjang urusan 1 paket 0 0 0 1
pemerintahan
a. Pengadaan Peralatan dan | Jumlah unit peralatan dan
Mesin Lainnya mesin lainnya yang 8 unit 0 0] 0 8 148.105.457,09
disediakan

5. | Penyediaan Jasa Penunjang | Jumlah pelayanan jasa
Urusan Pemda penunjang urusan 2 layanan 2 2 2 2
pemerintahan daerah

a. Penyediaan Jasa Surat Jumlah laporan penyediaan 12 laporan 3 3 3 3 11.564.100,00
Menyurat Jasa surat menyurat

b. Penyediaan Jasa Jumlah laporan penyediaan
Komunikasi, Sumber Daya | jasa komunikasi, sumber
Air dan Listrik daya air dan listrik yang 1e aporan 3 3 3 3 93.335.99544

disediakan
6. | Pemeliharaan BMD Jumlah barang milik 94 unit
Penunjang Urusan Pemda daerah penunjang urusan

pemerintahan daerah yang
dipelihara




a. Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan

Jumlah kendaraan
perorangan dinas atau

Br Sna i kendadr:'aaellrlr'l‘ dlnaés jabatan 28 unit 28 28 28 28 251.407.909,47
Dinas Operasional/ YARG:SIDSaLE Soll
L dibayarkan pajaknya
apangan
b. Pemeliharaan Peralatan Jumiah peralatan dan mesin :
dan Mesin Lainnya lainnya yang dipelihara -2 unk 2 e e 1 SRR
c. Pemeliharaan/ Jumlah gedung kantor dan
Rehabilitasi Gedung bangunan lainnya yang :
Kantor dan Bangunan dipelihara/ direhabilitasi 1 unit L 1 1 1 SR EE
Lainnya
7. | Kegiatan Perumusan Jumlah Rekomendasi
Kebijakan Teknis di Bidang Kebijakan Teknis di Bidang -
Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dan Fasilitasi ° rekomendasi( 9 3 3 2
Pengawasan Pengawasan yang Disusun
Perumusan Kebijakan Teknis | Jumlah rekomendasi
di Bidang Fasilitasi kel:gqake_;n teknis di bidang 5 SakoMantias| 5 5 5 5 383.745.166,01
Pengawasan fasilitasi pengawasan yang
disusun
Kota Mungkid, 15 Januari 2026
PIHAK KEDUA, PIHA RTAMA,

Ch. Merry Indarwati, S.H., M.Hum.
Pembina Tingkat
NIP. 19701211 199603 2 003

Cicik | dr{ya i, S.H.
NIP. 18811017 201001 2 018



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
INSPEKTORAT KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2027
No Kegiatan/Sub Kegiatan [ Indikator Kinerja Target
1 2 g 4
1. | Administrasi Barang Milik Daerah | Jumlah Aset yang dikelola 12 laporan
pada Perangkat Daerah
Penatausahaan Barang Milik Jumlah laporan ' 12 laporan
Daerah pada SKPD penatausahaan barang milik
'. daerah SKPD
2. | Administrasi Kepegawaian Jumlah ASN yang terlayani 60 dokumen
Perangkat Daerah Administrasi
' Kepegawaiannya
a. Pendataan dan Pengoelahan Jumlah dokumen pendataan | 60 dokumen
Administrasi kepegawaian dan pengolahan administrasi
; kepegawaian
b. Monitoring, Evaluasi, dan Jumlah dokumen monitoring, | 60 dokumen
: Penilaian Kinerja Pegawai evaluasi, dan penilaian
. kinerja pegawai
| €. Sosialisasi Peraturan Jumlah orang yang mengikuti | 220 orang
Perundang-undangan sosialisasi Peraturan
Perudang-udangan
3. | Kegiatan Administrasi Umum Jumlah pelayanan 2 layanan
Perangkat Daerah administrasi umum yang
dilaksanakan
a. Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah dokumen bahan 5 dokumen
dan Peraturan Perundang- bacaan dan Peraturan
undangan Perundang-undangan yang
disediakan
b. Penyelenggaraan Rakor dan | Jumlah laporan rapat 85 laporan
Konsultasi SKPD koordinasi dan konsultasi
SKFD
c. Penatausahaan arsip dinamis | Jumlah dokumen 6 dokumen
pada SKPD penatausahaan arsip dinamis
pada SKPD
4. | Pengadaan Barang Milik Daerah | Jumlah paket pengadaan 7 paket
Penunjang Urusan Pemerintah barang milik daerah
Daerah penunjang urusan
pemerintahan
a. Pengadaan Kendaraan Dinas | Jumlah Unit Kendaraan 2 unit

Operasional atau Lapangan

Dinas Operasional atau
Lapangan yang Disediakan




Mesin Lainnya

lainnya yang dipelihara

No Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
b. Pengadaan Mebel Jumlah paket mebel yang 1 paket
disediakan
c. Pengadaan Peralatan dan Jumlah unit peralatan dan 1 Unit
Mesin Lainnya mesin lainnya yang
disediakan
d. Pengadaan Aset Tetap Jumlah Unit Aset Tetap 1 unit
Lainnya Lainnya yang Disediakan
e. Pengadaan Gedung Kantor Jumlah Unit Gedung Kantor 1 unit
atau Bangunan Lainnya atau Bangunan Lainnya yang
Disediakan
f. Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan 1 unit
Prasarana Gedung Kantor Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya atau Bangunan Lainnya yang
Disediakan
g. Pengadaan Sarana dan Jumiah Unit Sarana dan 1 unit
Prasarana Pendukung Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang
Disediakan
5. | Kegiatan Jasa Penunjang Urusan | Jumlah pelayanan jasa 2 Layanan
Pemda penunjang urusan
pemerintahan daerah
a. Penyedian Jasa Surat Jumlah laporan penyediaan 12 laporan
Menyurat Jasa surat menyurat
b. Penyedia Jasa Komunikasi, Jumlah laporan penyediaan 12 laporan
Sumber Daya Air dan Listrik jasa kamunikasi, sumber
daya air dan listrik yang
disediakan
6. | Kegiatan Pemeliharaan BMD Jumlah barang milik daerah 94 BMD
Penunjang Urusan Pemda penunjang urusan
pemerintahan daerah yang
dipelihara
a. Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas
Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan, Pajak, dan yang Dipelihara dan 28 unit
Perizinan Kendaraan Dinas dibayarkan Pajak dan
Operasional atau Lapangan Perizinannya
b. Pemeliharaan mebel Jumlah mebel yang 20 unit
dipelihara
c. Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah peralatan dan mesin | 45 unit




No Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
d. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Jumlah gedung kantor dan 1 unit
Gedung Kantor dan Bangunan | bangunan lainnya yang
Lainnya dipelihara/ direhabilitasi
e. Pemeliharaan rehabilitasi Jumlah Sarana dan 1 unit
sarana dan prasarana gedung | Prasarana Gedung Kantor
kantor atau bangunan lainnya | dan Bangunan Lainnya
yangDipelihara/ Direhabilitasi
7. | Kegiatan Perumusan Kebijakan Jumiah Rekomendasi 5
Teknis di Bidang Pengawasan Kebijakan Teknis di Bidang rekomendasi
dan Fasilitasi Pengawasan Pengawasan dan Fasilitasi
Pengawasan yang Disusun
Perumusan Kebijakan Teknis di | Jumlah rekomendasi 5
Bidang Fasilitasi Pengawasan kebijakan teknis di bidang rekomendasi
fasilitasi pengawasan yang
disusun
No Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Keterangan Sumber
Dana
1. Administrasi Barang Milik Daerah Anggaran Pendapatan
pada Perangkat Daerah dan Belanja Daerah
. APBD) Kabupaten
Penatausahaan Barang Milik 2.000.000 |
Daerah pada SKPD Magelang Tahun 2025
2. Kegiatan Administrasi
Kepegawaian Perangkat Daerah
a. Pendataan dan pengolahan 2.000.000
administrasi kepegawaian
b. Monitoring, Evaluasi dan 7.000.000
Penilaian Kinerja Pegawai
c. Sosialisasi Peraturan 150.000.000
Perundang-undangan
3. Kegiatan Administrasi Umum
Perangkat Daerah
a. Penyediaan Bahan Bacaan dan 1.000.000
Peraturan Perundang-
undangan
b. Penyelenggaraan Rakor dan 212.000.000
Konsultasi SKPD
c. Penatausahaan arsip dinamis 5.000.000

pada SKPD




No

Kegiatan/Sub Kegiatan

Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

a. Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

b. Pengadaan Mebel

c. Pengadaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

d. Pengadaan Aset Tetap Lainnya

e. Pengadaan Gedung Kantor
atau Bangunan Lainny

f. Pengadaan Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

g. Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan Jasa Penunjang Urusan
Pemda

a. Penyedia Jasa Surat Menyurat

b. Penyedia Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan Pemeliharaan BMD
Penunjang Urusan Pemda

a. Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

b. Pemeliharaan mebel

c. Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

d. Pemeliharaan/ Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

e. Pemeliharaan rehabilitasi
sarana dan prasarana gedung
kantor atau bangunan lainnya

Kegiatan Perumusan Kebijakan
Teknis di Bidang Pengawasan dan
Fasilitasi Pengawasan

Anggaran

80.000.000

50.000.000
50.000.000

50.000.000
50.000.000

40.000.000

40.000.000

20.000.000
63.000.000

250.000.000

10.000.000
20.000.000

50.000.000

10.000.000

Keterangan Sumber
Dana



No Kegiatan/Sub Kegiatan

Perumusan Kebijakan Teknis di
Bidang Fasilitasi Pengawasan

Jumlah:

PIHAK KEDUA,

Ch. Merry Indarwati, S.H., M.Hum.
Pembina Tingkat |
NIP. 19701211 199603 2 003

Anggaran Keterangan Sumber
Dana

667.000.000

1.829.000.000

Kota Mungkid,15 Januari 2026

PIHAK PERTAMA,
(f‘"




' Pembina Utama Mu

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
INSPEKTORAT

Jalan Soekarno Hatta Momor 59 Kota Mungkid 56511
Telpon (0293) 788215 Faksimile (0293) 788122, Laman: www.inspektorat magelangkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
INSPEKTUR PEMBANTU lI
ESELON il

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama . Siti Susmaningsih,S.Si.
Jabatan . PIt. Inspektur Pembantu |
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
Nama : lwan Sutiarso, S.Sos, M.Si.
Jabatan : Inspektur

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam ra rian penghargaan dan sanksi.

Kota Mungkid, 30 Januari 2026

PIH PIHAK PERTAMA

Y

Si A Siti Susmaningsih,S.Si.
NIP. 19790206 200501 2 015

. lwan Sutiarso, S.Sos,

NIP¥19701201 199003 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
INSPEKTUR PEMBANTU II
INSPEKTORAT KABUPATEN MAGELANG

No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
1. | Program Penyelenggaraan | Persentase Laporan Hasil | 100%
Pengawasan Penyelenggara pengawasan AFPIP
a. Penyelenggaraan Pengawasan | Jumah Laporan Penyelenggaraan | 47 laporan
Internal Pengawasan
- Pengawasan Kinerja Pemda Jumlah laporan hasil pengawasan | 4 LHP
kinerja pemerintahan daerah
- Reviu Laporan Kinerja (RKPD | Jumlah laporan hasil reviu laporan | 5 LHR
Penetapan, RKPD Perubahan | kinerja
LPPD, Manajemen ASN,
Pelayanan Publik)
- Reviu Laporan Keuangan (KUA | Jumlah laporan hasil reviu laporan | 6 LHR
PPAS Penetapan, KUA PPAS | keuangan
Perubahan, RKA Penetapan,
RKA Perubahan, Honorarium,
Perjalanan Dinas)
- Pengawasan Desa Jumlah laporan hasil pengawasan | 30 LHP
desa
- Monitoring dan evaluasi Desa | Jumlah laporan hasil monev Desa | 1 laporan
| - E-Audit Jumlah laporan E-Audit 1 laporan
2. |Program Perumusan Kebijakan, |1. Kapabilitas APIP 3,27 Angka
Pendampingan dan Asistensi 2. Indeks Integritas Nasional | 77,50
(IIN) Angka
a. Perumusan Kebijakan Teknis di | Jumlah Rekomendasi | 4
Bidang  Pengawasan  dan | Kebijakan Teknis di Bidang | rekomendasi
Fasilitasi Pengawasan Pengawasan dan Fasilitasi
: | Pengawasan yang Disusun
- Perencanaan kebijakan | Jumlah rekomendasi kebijakan | 2
pengawasan / penyusunan | teknis di bidang pengawasan | rekomendasi
PKPT yang disusun
- Pedoman Teknis | Jumlah  Pedoman  Teknis | 1 pedoman
Pengawasan Pengawasan
- Kapabilitas APIP Jumlah laporan kapabilitas | 1 laporan
APIP
b. Pendampingan dan Asistensi Jumlah Perangkat Daerah yang | 18
Dilakukan Pendampingan dan Perangkat
Asistensi Dasrah
- Pendampingan, Asistensi | Jumlah Perangkat Daerah yang | 18
(SPIP Terintegrasi, Evaluasi | Dilakukan Pendampingan dan | perangkat
SAKIP) Asistensi Urusan Daerah

Pemerintahan Daerah




No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target

1 2 3 4
- Evaluasi Penerapan | Jumlah  laporan  Evaluasi | 1 laporan
Manajemen Risiko Penerapan Manajemen Risiko
- Advisory (arahan ke Desa ) | Jumlah laporan advisory 2 laporan

Monitoring dan  Evaluasi | Jumlah Menitoring dan | 1 laporan
Program Strategi Nasional | Evaluasi Program  Strategi

(Pro SN) Nasional (Pro SN)

- Consulting Jumlah laporan consulting 1 laporan
| - Pengawasan CASN Jumlah laporan Pengawasan | 1 laporan
| CASN

3 Keterangan
No Program/Kegiatan Anggaran SlimbarDana
1. Program Penyelenggaraan Pengawasan Anggaran
Pendapatan dan
a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal 149.460.920 Belanja Daerah
2. Program Perumusan Kebijakan, (APBD) Kabupaten
Pendampingan dan Asistensi Magelang Tahun
2026

a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang 106.431.677
Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

b. Pendampin Asistensi 191.602.512

447.576.505

Kota Mungkid, 30 Januari 2026

Pih Pihak Pertama

I £
Iwan Sutiarso, S.Sos, M.Si y* Siti Susmaningsih,S.Si.
Pembina Utama Muda/ NIP. 19790206 200501 2 015

NIP. 19701201 1990$3 1 003




RENCANA AKSI PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
INSPEKTUR PEMBANTU Il INSPEKTORAT KABUPATEN MAGELANG

Target Target Triwulan Anggaran |Keterangan
Angka | Satuan TWI [ TW Il | TW IV

Program/Kegiatan/Sub
Kegiatan

Indikator

Program Penyelenggaraan | Persentase Laporan Hasil %
Pengawasan Penyelenggara
pengawasan APIP 2
a. Penyelenggaraan Jumah Laporan 47 laporan 149.460.920
Pengawasan Internal Penyelenggaraan
Pengawasan !
- Pengawasan Kinerja | Jumlah laporan  hasil 4 LHP 1 2 1
Pemda pengawasan kinerja
pemerintahan daerah
- Reviu Laporan Kinerja | Jumlah laporan hasil reviu 5 LHR 1 1 2 1

(RKPD, LPPD, BLUD | laporan kinerja
Puskesmas Manajemen
ASN, Pelayanan Publik)

- Reviu Laporan Keuangan | Jumiah laporan hasil reviu 6 LHR 2 2 2
(KUA PPAS Penetapan, | laporan keuangan
KUA PPAS Perubahan,
RKA  Penetapan, RKA
Perubahan, Honorarium,

Perjalanan Dinas)

- Pengawasan Desa Jumlah laporan  hasil 30 LHP 9 18 3
pengawasan desa
- Monitoring dan evaluasi | Jumlah laporan  hasil 1 laporan 1
Desa monev Desa
- E-Audit Jumlah laporan E-Audit 1 laporan 1
2. | Program Perumusan Kebijakan, | 1. Kapabilitas APIP 3,27 Angka 3,27

Pendampingan dan Asistensi 77,50 | Angka 77,50




No

Program/Kegiatan/Sub
Kegiatan

Indikator

Target

Target Triwulan

Anggaran

Keterangﬂ

2. Indeks Integritas
Nasional (IIN)
a. Perumusan Kebijakan Teknis | Jumlah rekomendasi 4  rekomend 3 106.431.677
di Bidang Pengawasan dan | kebijakan teknis di bidang asi
Fasilitasi Pengawasan pengawasan dan fasilitasi
pengawasan yan disusun
- Perencanaan kebijakan | Jumlah rekomendasi 2 rekomend 0 0 2
pengawasan / penyusunan | kebijakan teknis di bidang asi
PKPT pengawasan yang disusun
- Pedoman Teknis | Jumlah Pedoman Teknis 1 pedoman 1
Pengawasan Pengawasan
- Kapabilitas APIP Jumlah laporan kapabilitas 1 laporan 1
APIP
b. Pendampingan dan | Jumiah perangkat 18 |Perangk 191.602.512
Asistensi Daerah yang dilakukan at
Pendam-pingan dan Daerah
Asistensi
- Pendampingan, Asistensi | Jumlah Perangkat Daerah 18 |Perangk 18
(SPIP Terintegrasi, | yang Dilakukan at
Evaluasi SAKIP) Pendampingan dan Daerah
Asistensi Urusan
Pemerintahan Daerah
- Evaluasi Penerapan | Jumlah laporan Evaluasi 1 laporan 1
Manajemen Risiko Penerapan  Manajemen
Risiko
- Advisory (arahan ke Desa ) | Jumlah laporan advisory 2 laporan 0 0 1




No

Program/Kegiatan/Sub
Kegiatan

Monitoring dan Evaluasi
Program Strategi Nasional
(Pro SN)

Indikator

Jumlah Monitoring dan
Evaluasi Program Strategi
Nasional (Pro SN)

Target Triwulan

Anggaran

TWII [ TW Il TW IV

Ketarang?r?

Consulting Jumlah laporan consulting laporan 1
Pengawasan CASN Jumlah laporan laporan 1
e Pengawasan CASN

Kota Mungkid, 30 Januari 2026

PIHAK PERTAMA

c

Siti Susmaningsih,S.Si
NIP. 19780206 200501 2 015



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
INSPEKTUR PEMBANTU Il INSPEKTORAT

KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2027
No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
1. | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Persentase Laporan Hasil | 100%
Penyelenggara pengawasan APIP
a. Penyelenggaraan Pengawasan | Jumah Laporan Penyelenggaraan | 47 laporan
Internal Pengawasan
- Pengawasan Kinerja Pemda Jumlah laporan hasil pengawasan | 4 LHP
kinerja pemerintahan daerah
- Reviu Laporan Kinerja (RKPD, | Jumlah laporan hasil reviu laporan | 5 LHR
LPPD, BLUD  Puskesmas | kinerja
Manajemen ASN, Pelayanan
Pubilik)
- Reviu Laporan Keuangan (KUA | Jumlah laporan hasil reviu laporan | 6 LHR
PPAS Penetapan, KUA PPAS | keuangan
Perubahan, RKA Penetapan, RKA
Perubahan, Honorarium,
Perjalanan Dinas)
- Pengawasan Desa Jumlah laporan hasil pengawasan | 30 LHP
desa
- Monitoring dan evaluasi Desa Jumlah laporan hasil monev Desa | 1 laporan
- E-Audit Jumlah laporan E-Audit 1 laporan
2. | Program  Perumusan Kebijakan, |3. Kapabilitas APIP 3,27 Angka
Pendampingan dan Asistensi 4. Ir}c'i\le)ks Integritas Nasional | 77,50 Angka
(1
a. Perumusan Kebijakan Teknis di | Jumlah Rekomendasi | 4
Bidang Pengawasan dan Fasilitasi | Kebijakan Teknis di Bidang | rekomendasi
Pengawasan Pengawasan dan Fasilitasi
Pengawasan yang Disusun
- Perencanaan kebijakan | Jumlah rekomendasi kebijakan | 2
pengawasan / penyusunan | teknis di bidang pengawasan | rekomendasi
PKPT yang disusun
- Pedoman Teknis Pengawasan |Jumlah Pedoman  Teknis | 1 pedoman
Pengawasan
- Kapabilitas APIP Jumlah laporan kapabilitas | 1 laporan
APIP
b. Pendampingan dan Asistensi Jumlah Perangkat Daerah yang | 18
Dilakukan Pendampingan dan Perangkat
Asistensi Daerah
- Pendampingan, Asistensi (SPIP | Jumlah Perangkat Daerah yang | 18 Perangkat
Terintegrasi, Evaluasi SAKIP) | Dilakukan Pendampingan dan | Daerah

Asistensi Urusan Pemerintahan
Daerah




- Evaluasi Penerapan | Jumlah  laporan  Evaluasi | 1 laporan
Manajemen Risiko Penerapan Manajemen Risiko
- Advisory (arahan ke Desa ) Jumlah laporan advisory 2 laporan
- Monitoring dan Evaluasi | Jumlah Monitoring dan | 1 laporan
Program Strategi Nasional (Pro | Evaluasi Program  Strategi
SN) Nasional (Pro SN)
- Consulting Jumlah laporan consulting 1 laporan
- Pengawasan CASN Jumlah laporan Pengawasan | 1 laporan |
CASN ]
Keterangan
No Program/Kegiatan Anggaran Sumber DAna
T Program Penyelenggaraan Pengawasan Rancangan Awal
a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal 170.000.000 anggaran
. yelengg g P Pendapatan dan
2. Program Perumusan Kebijakan, Belanja Daerah
Pendampingan dan Asistensi (APBD)
a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang 191.750.000 | apupaten
Magelang Tahun

Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 2027

b. Pendampingan dan Asistensi 139.589.310

lah : 501.339.310

Kota Mungkid, 30 Januari 2026

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

¢ '
Iwan Sutiarso, S.Sog, M.Si /\ Sitl Susmaningsih,S.Si
Pembina Utama Mjida NIP. 19790206 200501 2 015

NIP. 19701201 1



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
INSPEKTORAT

Jalan Scekarno Hatta Momor 59 Kota Mungkid 56511 :
Telpon (0293) 788215 Faksimile (0293) 788122, Laman: www.inspekiorat magelanakab. go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
INSPEKTORAT KABUPATEN MAGELANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama . Rury Kristinawati, A.Md.

Jabatan . Arsiparis Penyelia

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
Nama : Cicik Indrayani, S.H.

Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai tfarget kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Mungkid, 19 Januari 2026

PIHAK PIHAK PERTAMA,
<
- s
Cicik Indrayanl S.H. Rury Kristinawati A.Md.
Penatal Tingkat | NIP. 19791125 201101 2 006

NIP. 19811 201001 2 018



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
INSPEKTORAT KABUPATEN MAGELANG

No Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 2 . 3 : 4
1. | Menyusun dokumen - Jumlah dokumen daftar naskah |- 2 daftar
pengolahan, pelayanan dan dina;fsurat dalam rangka
evaluasi hasil kerja di bidang | Penciptaan - 2 daftar
kearsipan - Jumlah dokumen dafta!'
| pemberkasan arsip aktif
- Jumlah dokumen daftar |- 1 daftar
penyimpanan dan penataan
arsip dalam rangka penciptaan
arsip, yang telah ditetapkan
sesuai dengan mekanisme dan
| ketentuan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku agar terwujud tertib
[ | e administrasi
2. | Menyusun Rekapitulasi ' Jumlah Rekapitulasi LHKAN yang | 4 dokumen
LHKAN ditangani
3. | Menyusun Rekap Jumlah rekap penyusunan SKFP | 8 dokumen
| penyusunan SKP dan dan Penilaian Kinerja Pegawai
Penilaian Kinerja Pegawai
sesuai dengan ketentuan
peraturan pEI"LIr‘EdET‘Ig*
_| undangan |
4. | Menyusun Rekapitulasi Jumlah rekapitulasi konversi 1 dokumen
konversi predikat kinerja predikat kinerja Pejabat
| Pejabat Fungsional sesuai ' Fungsional sesuai dengan
dengan ketentuan Peraturan | ketentuan Peraturan Kepala BKN
| Kepala BKN Nomor 3 Tahun | Nomor 3 Tahun 2023
2023
5 | Menyusun Rekapitulasi Jumlah rekapitulasi pelaksanaan | 4 dokumen
pelaksanaan Sosialisasi Sosialisasi peraturan perundang-
| peraturan perundang- undangan
undangan sesuai dengan
rencana kegiatan S
6 | Menyusun Rekapitulasi Jumlah rekapitulasi pengajuan 4 dokumen

' pengajuan Kenaikan
Pangkat/Kenaikan Jenjang
Jabatan /IMPP/Pensiun/ SLKS
dan dokumen lainnya sesuai
ketentuan peraturan
perundang-undangan

Kenaikan Pangkat/Kenaikan
Jenjang
Jabatan/MPP/Pensiun/SLKS dan
dokumen lainnya




| No | Kegiatan/Sub Kegiatan

Indik_ator Kinerja

Target

) i (e ' B : 3 iE 4
7 | Menyususn Rekapitulasi Jumlah rekapitulasi pelaksanaan | 4 dokumen |
i pelaksanaan diklat atau diklat/pelatihan APIP |
_ pelatihan APIP sesuai |
i | dengan GAP Kompetensi 5
| APIP - [
8 | Mengumpulkan data Jumlah data Pengembangan 1 dokumen |

pengembangan kompetensi
untuk Penilaian Mandiri
Kapabilitas APIP

| Kompetensi untuk Penilian
Kapabilitas APIP

PIHAK KE?JA,

Cicik drayﬂn S.H.
Penatg Tingkat |
NIP. 201001 2 018

Kota Mungkid,19 Januari 2026

PIHAK PERTAMA,

Ly

Rury Kristinawati, A.Md.

NIP. 19791125 201101 2 006
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